BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negara
mengenai transaksi perdagangan elektronik (E-commerce) internasional
dengan membuat suatu Model Law, yang disebut dengan UNCITRAL
Model Law on Electronic Commerce 1996 yang berisi peraturan-peraturan
dasar mengenai segala hal yang berhubungan dengan E-commerce. Baik
itu peraturan yang mengatur E-commerce secara umum, maupun yang
mengatur E-commerce dalam area yang lebih spesifik, dimana Model Law
tersebut merupakan pedoman bagi negara-negara dalam membuat suatu
hukum mengenai perdagangan elektronik (E-commerce), dan isi daripada
Model Law tersebut tentang E-commerce terdapat pada Pasal 1-15 .
Sedangkan dikawasan Asia Tenggara telah menyusun ASEAN Agreement
on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik) terdiri dari 19 Pasal yang secara garis besar
mencakup beberapa ketentuan terkait pemindahan informasi lintas batas,
lokasi fasilitas komputasi dan pembayaran elektronik. Indonesia sudah
meratifikasi ASEAN Agreement on Electronic Commerce dalam Undang-
Undang No.4 Tahun 2021 (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik)

2. Implementasi E-commerce bagi Indonesia belum memiliki aturan
tersendiri tetapi ketentuan terkait perdagangan Elektronik dituangkan

dalam beberpa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 19



tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor

7 tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun

2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektonik. Masyarakat

Indonesia pada saat ini sudah lebih banyak melakukan transaksi

perdagangan online (E-commerce) daripada perdagangan secara

konvensional dan semakin meningkat lagi sejak pandemi Covid-19.

Namun ketentuan tentang E-commerce belum mengatur secara

komprehensif keamanan transaksi elektronik, dan terbukti masih banyak

dipenuhi celah sehingga harus menunggu perumusan yang lebih jelas dan
lebih pasti didalam hal itu.
B. Saran

1. Diharapakan secepatnya Indonesia membuat Peraturan Per Undang —
Undangan khusus tentang mengatur E-commerce.

2. Diharapkan bagi para konsumen harus lebih berhati-hati dalam
mekanisme transaksi perdagangan online, karena maraknya kasus
penipuan dalam perdagangan online, jadi para konsumen lemah dalam
mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan

online.



